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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi
manusia, baik dalam fungsinya sebagai sarana untuk mencari penghidupan
yaitu sebagai pendukung mata pencaharian di berbagai bidang seperti
pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, maupun yang
dipergunakan sebagai tempat untuk bermukim dengan didirikannya
perumahan sebagai tempat tinggal. Tanah di dalam wilayah Negara Republik
Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam utama, yang mempunyai
nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia. *

Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang abadi
dan tidak ada satu kekuasaanpun dapat melepaskan hubungan tersebut selama
negara Republik Indonesia ini eksis sebagai negara dengan ikatan bangsa.?

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah
adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas,
berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.® Dasar kepastian hukum

dalam peraturanperaturan hukum tertulis sebagai pelaksana Undang-Undang
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Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, memungkinkan para pihak-pihak yang
berkepentingan dengan mudah mengetahui hukum yang berlaku dan
wewenang serta kewajiban yang ada atas tanah yang dipunyai. Karena
kebutuhan manusia terhadap tanah dewasa ini makin meningkat. Hal ini
disebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk, sementara disisi lain
luas tanah tidak bertambabh.

Tanah dalam pengertian yuridis dapat diartikan sebagai permukaan bumi.
Sedangkan ha katas tanah adalah hak sebagian tertentu permukaan bumi, yang
berbatas, berdimensi, dua dengan dengan ukuran panjang dan lebar.* Pasal 1
ayat (2) jo Pasal 4 ayat (1) UUPA tanah adalah permukaan bumi dan ruang,
maksudnya tanah sama dengan permukaan bumi adalah karunia Tuhan Yang
Maha Esa. Diartikan sama dengan ruang pada saat menggunakannya karena
termasuk juga tubuh bumi dan air dibawahnya dan ruang angkasa diatasnya
sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan
penggunaan tanah dalam batas-batas menurut undangundang ini dan peraturan
lain yang lebih tinggi. Tanah adalah suatu permukaan bumi yang berada diatas
sekali. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang haknya dapat
di miliki oleh setiap orang atau badan hukum.”

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA) diharapkan adanya kesetaraan dalam mengatur bumi, air dan

ruang angkasa agar sesuai dengan UUD 1945. UUPA merupakan pelaksanaan

* Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
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dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan
bahwa : “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat”. Dari pertimbangan yang dapat kita lihat pada Undang-Undang No. 5
Tahun 1960 tersebut dianggap perlu adanya peraturan yang bisa melindungi
sumber perekonomian Indonesia tersebut. Adapun pengaturan lebih lanjut
mengenai hukum tanah, banyak tersebar dalam berbagai peraturan perundang-
undangan lainnya.

Pasal 9 UUPA menegaskan lebih lanjut bahwa hanya warga negara
Indonesia yang boleh mempunyai hubungan dengan Bumi, Air dan Ruang
Angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sedangkan bagi
warga negara asing dan perwakilannya hanya dapat memiliki hak atas tanah
yang terbatas, selama kepentingan warga negara tidak terganggu dan juga
perusahaan asing itu juga dibutuhkan oleh Republik Indonesia, dan hanya
sebagai komponen tambahan dalam pembangunan Ekonomi Indonesia.®

Pada masa sekarang ini dengan digalakkannya penanaman modal asing di
Indonesia untuk memacu perekonomian nasional membuka peluang bagi
perusahaan asing untuk datang dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan investasi yang dilakukan oleh
investor atau perusahaan asing di sektor riil Indonesia. Masih tertinggalnya
perekonomian Indonesia pada awal orde baru mendorong pemerintah untuk
mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari

dalam maupun luar negeri. Investasi asing merupakan salah satu sumber yang
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menjadi sasaran pemerintah unluk membantu proses pembangunan di
Indonesia. Penanaman modal asing ini memberikan akibat banyaknya orang
asing yang datang ke Indonesia dan tinggal untuk jangka waktu yang cukup
lama.

Globalisasi membuat negara meningkatkan kerjasama antar negara
termasuk di dalamnya kerjasama ekonomi, sosial, budaya, pendidikan. Banyak
orang asing dengan mudah masuk ke Indonesia untuk bekerja, penelitian,
wisata maupun kuliah. Orang asing yang bekerja di Indonesia tentu
memerlukan tempat tinggal di Indonesia. Tidak mungkin ia pulang kembali ke
negaranya setelah jam kerjanya. Tentu hal ini dapat menimbulkan dampak
besar.

Sebagaimana kita ketahui tempat tinggal untuk penduduk Indonesia
sendiri tidak cukup apalagi untuk orang asing yang bekerja di Indonesia.
Kemungkinan saja masyarakat Indonesia sendirilah yang harus rela tidak
mendapatkan tempat tinggal yang layak di negaranya. Belakangan ini berbagai
kalangan menyuarakan agar orang asing diberi kesempatan untuk dapat
memiliki/memberi rumah (property) di negara ini dengan hak atas tanah
sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Agraria, dengan harapan akan
masuk investasi asing.

Pengertian orang asing (WNA) diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun
2006 yang menyatakan bahwa: ”Setiap orang asing yang bukan Warga
Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing”. Namun selain dari
yang ditentukan dalam pasal 7 tersebut, yang juga dapat digolongkan sebagai

orang asing adalah seorang Warga Negara Indonesia yang telah kehilangan



kewarganegaraannya. Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang
selanjutnya disebut Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara
Indonesia yang keberadaanya memberikan manfaat, melakukan usaha,
bekerja, atau berinvestasi di Indonesia.’

Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia hanya dalam waktu tidak
lebih dari tiga bulan tidak dianggap tinggal di Indonesia. Artinya orang asing
tersebut belum dianggap sebagai penduduk Indonesia menurut prosedur
kependudukan. Sebaliknya,apabila orang asing tersebut berada di Indonesia
lebih dari 3 bulan kemudian orang asing tersebut meninggalkan Indonesia
untuk sementara waktu, maka orang asing itu masih dianggap bertempat
tinggal di Indonesia. Ketentuan ini berlaku apabila keberadaan orang asing di
luar negeri tidak lebih dari dua belas bulan sejak meninggalkan Indonesia.®

Perbedaan antar warga negara dengan orang asing terletak pada hubungan
yang ada antara negara dengan kedua kelompok kewarganegaraan tersebut.
Hubungan antara negara dengan warga negaranya secara logis tentu lebih erat
daripada hubungan antara warga negara dengan warga negara asing.
Pembedaan antar warga negara dan orang asing di suatu negara mempunyai
konsekuensi hukum yang tentu saja berbeda terutama menyangkut hak dan
kewajibannya serta perlakuan dari negara yang bersangkutan.’

Warga negara dan orang asing sangat berbeda dalam hubungannya dengan
negara yang didiaminya. Setiap warga negara memiliki hubungan yang tidak

terputus oleh tanah airnya, dengan konstitusi negaranya, walaupun yang

" Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau
Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, Pasal 1 angka 1.
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bersangkutan tidak berada dalam lingkup negaranya. Demikian pula dalam
hubungannya dengan hak atas tanah di Indonesia.

Warga Negara Indonesia sebagai pewaris dari negara ini, harus diberikan
kemungkinan untuk mempunyai hak atas tanah yang menunjukkan adanya
hubungan hukum yang sepenuhnya dengan tanah tersebut, sedang Warga
Negara Asing tidak tertutup kemungkinan untuk mendapatkan hak atas tanah,
namun ada pembatasan tertentu atau hanya pada hak atas tanah tertentu.
Pembatasan kepemilikan atas tanah bagi Warga Negara Asing dengan tegas
disebutkan dalam Pasal 9 UUPA : “hanya Warga Negara Indonesia yang dapat
mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam
batas-batas ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2.“

Pemberian hak atas tanah bagi orang asing dan badan hukum asing di
Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 45 UUPA adalah hak
pakai dan hak sewa. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau
memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah
milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan
dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya
atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-
menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.*°

Peraturan perundangan undangan yang mengatur ketentuan mengenai
pelaksanaan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 45 UUPA tersebut adalah Undang

Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, Peraturan Pemerintah

19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 41.



Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan
Hak Pakai atas tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang
Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang
Berkedudukan di Indonesia. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN
No. 7 Tahun 1996 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 8 Tahun
1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh
Orang Asing.**

Diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang
Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang
Berkedudukan di Indonesia, tidak lain untuk memberikan kepastian hukum
kepada orang asing yang berkedudukan di Indonesia untuk memiliki rumah
tempat tinggal atas tanah tertentu. Apabila kita melihat kembali Pasal 42
UUPA Nomor 5 Tahun 1960 ditentukan bahwa orang asing yang
berkedudukan di Indonesia boleh memiliki tanah hak pakai. Konstruksi
yuridis untuk menyerahkan Hak Milik kepada Warga Negara Asing dengan
Hak Sewa untuk bangunan atau Hak Pakai adalah karena adanya asas
pemisahan horizontal yang dianut oleh hukum tanah nasional, yang berarti
bahwa pada prinsipnya pemilikan bangunan terpisah dengan penguasaan
tanahnya kecuali jika kenyataan pemilikan bangunan dan penguasaan hak atas
tanahnya berada pada satu tangan. Hal ini memang logis dan secara yuridis
tidak menimbulkan masalah bila terjadi antara sesama Warga Negara

Indonesia. *?

1 Maria SW. Sumardjono, "Pemilikan Rumah oleh WNA", (Jakarta, Kompas, 1996), hal. 13
12 Maria S. W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta,
Kompas, 2005), hal. 164-165.



Belakangan ini terjadi pergeseran politik pertanahan, dimana penguasaan
dan pemanfaatan tanah hanya didapat oleh sekelompok kecil masyarakat,
yaitu perusahaan besar dan investor asing. Bahkan untuk mendorong
peningkatan penanaman modal asing, pemerintah membuat kebijakan untuk
menarik investor asing agar lebih banyak yang melakukan investasi di
Indonesia. Salah satu kebijakan tersebut adalah mengenai pemberian hak
pakai atas tanah bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Pada tahun
2015 Pemerintah menerbitkan peraturan mengenai pemilikan rumah tinggal
bagi Warga Negara Asing Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015 tentang
Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang
Berkedudukan di Indonesia.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015 menggantikan
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996. Dalam Peraturan Pemerintah
No. 103 Tahun 2015 ini mempertegas bahwa Warga Negara Asing dapat
memiliki rumah tempat tinggal atau hunian di atas tanah tertentu dengan
syarat dan ketentuan tertentu. Dengan diterbitkannya peraturan ini pemerintah
berharap akan dapat menjadi daya tarik bagi investor asing untuk
menanamkan modalnya di Indonesia.

Pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut merupakan kewenangan yang
dimiliki oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan Republik Indonesia
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
(UUD 1945) yang berbunyi : “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah

untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.”


https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945

Rumusan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dipertegas
dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa : Peraturan Pemerintah
adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk
menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Jadi, Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya. Materi muatan PP adalah materi untuk menjalankan
undang-undang sebagaimana mestinya.

Uraian tersebut jelas menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan
Pemerintah adalah untuk menjalankan Undang-Undang agar dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun
2011 : Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana
mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan
perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang
diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-
Undang yang bersangkutan.*®

Oleh karena itu, dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan menyebutkan beberapa jenis
dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dalam ketentuan ini yang
dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan

Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-

3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, Penjelasan
Pasal 12.
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undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi.**

Adanya tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut adalah
merupakan suatu sistem peraturan perundang-undangan tersebut peraturan
perundang-undangan dengan berbagai konsekuensi, diantaranya adalah
Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi .*°

Berkaitan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun
2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang
Asing yang Berkedudukan di Indonesia, ternyata pengaturan mengenai
pemberian hak pakai atas tanah bagi orang asing yang berkedudukan di
Indonesia dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015 masih terdapat
permasalahan baru yang disebabkan karena ternyata pemberian hak pakai atas
tanah bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia dalam Peraturan
Pemerintah No. 103 Tahun 2015 memiliki jangka waktu yang labih lama
dibandingkan dengan pemberian hak pakai atas tanah bagi orang Indonesia
(WNI) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996. Hal ini
menimbulkan ambigu dan ketidaksesuaian dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-
undang Dasar 1945 dan Pasal 9 UUPA.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk memberikan gambaran
lebih jauh mengenai jangka waktu hak pakai atas tanah bagi warga negara

asing di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015 dan

¥ Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, Penjelasan
Pasal 7 ayat (2).

> Dahlan Thaib, Tata Cara Mengaplikasikan Peraturan Perundang-undangan, (Makalah),
(Yogyakarta, FH-UIf. 2003), hal. 24.
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ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan
mengambil judul : Analisis Yuridis Norma Pada Peraturan Pemerintah
No. 103 Tahun 2015 yang Mengatur Mengenai Jangka Waktu Hak Pakai
atas Tanah bagi Warga Negara Asing di Indonesia Ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011.

1.2 Permasalahan

Dalam penelitian ini dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jangka waktu hak pakai atas tanah bagi Warga Negara Asing
yang berkedudukan di Indonesia lebih lama dari hak pakai atas tanah bagi
WNI yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015 ditinjau
dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA)?

2. Bagaimana materi pengaturan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015
mengenai jangka waktu hak pakal atas tanah bagi Warga Negara Asing
yang berkedudukan di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian tersebut di muka, di bawah ini dikemukakan tujuan
penelitian adalah sebagai berikut:
1. Untuk menggambarkan jangka waktu hak pakai atas tanah bagi Warga

Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia lebih lama dari hak pakai

11



atas tanah bagi WNI yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 103
Tahun 2015 ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA).

2. Untuk menggambarkan mengenai materi pengaturan Peraturan Pemerintah
No. 103 Tahun 2015 mengenai jangka waktu hak pakai atas tanah bagi
Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-

undangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan memiliki kegunaan

praktis maupun kegunaan teoritis.

1. Manfaat Teoritis.
Secara teoritis penelitian ini  diharapkan dapat menambah bahan
kepustakaan dan memberi wawasan yang lebih luas dalam ilmu hukum,
khususnya hukum agraria, terutama terkait hak pakai atas tanah bagi orang
asing di Indonesia ditinjau berdasarkan Hukum Agraria di Indonesia.

2. Manfaat Praktis.
Secara praktis penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat umum yang
terkait dengan pemberian hak pakai atas tanah bagi orang asing
dibandingkan dengan pemberian hak pakai atas tanah bagi WNI, sehingga
bisa mengerti dan mengetahui adanya perbedaan antara pemberian hak
pakai atas tanah bagi orang asing dan bagi WNI apakha telah sesuai

menurut Hukum Agraria.
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1.5 Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menguraikan garis besar mengenai

materi pokok-pokok guna memudahkan pembaca untuk mengetahui isi skripsi

yang akan diuraikan sebagai berikut :

BAB |

BAB |1

BAB I1I

BAB IV

PENDAHULUAN
Di dalam Bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang,
pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini penulis membahas mengenai konsep-konsep
dasar serta definisi operasional yang diambil dari kepustakaan
dan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu mengenai Hukum Agraria dan Hak atas

Tanah bagi orang asing di Indonesia.

METODE PENELITIAN
Dalam bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian, jenis data,
cara memperoleh data, metode pendekatan dan Analisa yang

digunakan untuk penelitian

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini diuraikan analisis mengenai jangka waktu hak

pakai atas tanah bagi Warga Negara Asing yang berkedudukan
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BAB V

di Indonesia lebih lama dari hak pakai atas tanah bagi WNI yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015 ditinjau
dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dan mengenai
materi pengaturan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015
mengenai jangka waktu hak pakai atas tanah bagi Warga Negara
Asing yang berkedudukan di Indonesia ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Perundang-undangan.

PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup skripsi yang berisi kesimpulan
dan saran. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian,
sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis

berdasarkan hasil penelitian tersebut.
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